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1.

Arii kata ‘Pemolisian’ pada kata Pemolisian Masyarakat dapat- dlamkan

lebih dari satu makna  yaitu: (1)_ menjadikan masyarakat menjadi
polisi sehingga masyarakat dapat menertibkan dirinya sendiri dan_'

lingkungannya; {2) dari kata bahasa Inggris tc pofice dalam contoh frasa
to police the community or to police the areq artinya melakukan tindakan-
tindakan kepolisian terhadap masyarakat (tertentu) agar masyarakat itu

~ atau daerah itu menjadi tertib.

“dpaimas” juga bisa diartikan Perpolisian Masyarakat atau juga Pemohs:an.

“Masyarakat. Perpolisian berarti segala hal yang menyangkut pekerjaan,

fungsi, tugas dan tanggungjawab polisi ataupun kepolisian dihadapkan
dengan masyarakat sebagai pihak yang dilayant.

(KOBAN “Ko” berarti “bergantian” dan "Ban” berarti “jaga”, maka secara

' umum bermakna "3aga bergant‘nan”)

.__.(CHUZMSHO ”Chuzal" berarti “tinggal” dan “Sho” berarii "tempat "
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?ﬁ@ﬁyﬁmg@aﬂgm Tembak di Tempat
oleh Aparat Kepolisian :
Sebuah Penyimpangan arti Keadilan

AK.%-‘:’.Jé.:iiar'man'E_ka Puira, 5.S0s, SI

Abstraksi;

i. Pendahuluan

Dalam makalah ini, penulis bermaksud untuk mengutarakan tulisan
iniyang menceritakan tentang penyimpangan penggunaan senjta api yang
dilakukan oleh anggota reskrim di sebuah Polres terhadap tersangka vang
melakukan kejahatan dengan kekerasan atau residivis,

Sejumlah tindakan pensmbakan terhadap pelaku kejahatan dilakukan
oleh Polisi. Alasan-alasannya antara lain pelaku kejahatan yang bersan_gkutan
diduga keras “berusaha melarikan diri”, dan petugas berusaha mengambil
tindakanitusebagaisalahsatu upaya pencegahan. Tetapi, langkahpenembakan
ini, yaitu penembakan di tempat, memperoleh sorotan tajam dari para aktivis
HAM. Beberapa contoh umpamanyakasus penembakan Achmad alias Simson.
Orang tua korban melalui kuasa hukumnya LBH Jakarta mempertanyakan
kematian anak jalanan tersebut, Demikian juga, penembakan terhadap Asep
Sutaryat { 43 tahun } pada hari Jum’at, 19 Februari 1999, seorang pengojek
di kawasan Gambir. Kematiannya dipertanyakan oleh keluarganya, karena
ditemukan luka bekas tembakan dari rusuk kiri tembus ke rusuk kanan.
Disamping dipertanyakan hak-hak korban yang dijamin oleh prinsip praduga
tidak bersalah, mereka juga tidak melihat korelasi langsung antara tindakan

- tembak..di.tempat.-dan-menurunnya-tingkat kriminalitss a5 Tasyarakat, "

sehingga muncul dugaan-dugaan seperti yang dikatakan oleh Kepala Divisi
Sipil dan Politik dari LBH Jakarta bahwa,” polisi tidak mau menjalankan
tugasnya secara professional, polisi sengaja mengecilkan persoalan { malas

I AKP Juliarman Eka Putra, 5.50s, SIK, Mahasiswa 52 Kajian limu Kepolisian Ul
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bekerja) karena dengan ditembaknya seorang pelaku tindak pidana maka

diahg'ga'p'kasus sudah selesai, polisi sengaja membalik opini public dengan

mengaﬁakan bahwa yang ditembak adalah seorang residivis atau penjahat. .
_sadls sehmgga perbuatan polisi yang tidak mengutamakan azas praduga'
tidak: bersaiah tersebut dapat diterima oleh masyarakat ( contohnya setiap
pen;ahat yang tertembak yang diekspose di media televise selalu tertembak
di dengkui/dan jarak dekat) -

il Keszakan ‘tembak  di Tempat biasanya bukan dilakukan karena
' keperluan, namun didasarkan pada kenyataan dengan pernyataan lepman'
_ 'Poln sebeiumnya misalnya menjelang Hari Raya. Ada asumsi bahwa tersangka
yang. melawan polisi adalah melawan hukum maka polisi harus bemndak -
keras Adanya pergantian pimpinan po!:s; sehingga denngan istilah “bateraj
baru” mulai menunjukkan “giginya”. Vigilante/keadilan jalanan dilakukan
dilakukan karena tmdakan criminal vang dianggap “melampaui batas”
-sehmgga menganggap bahwa tindakan tegas / penembakan perly, dem:
kead_iia_n di Ilngk_ungan pollss Negara Indonesia menganut crime con'tr_ol
rodel yaitu pengendalian angka kejahatahan pada level tertentu, sehingga
segala cara dilakukan untuk menekan tingginya angka kejahatan. Hal ini perlu
di_i_ihét_karena mempengaruhi bagaimana code of conduct { kode etik) &
Basic Principles on the use of force and fire arms ( Azas — Azas dasar tentang
penggunaan kekerasan dan senjata api} diterapkan sebagai rujukan dalam
undang-undang kepolisian dan standard operasional prosedur Palri.

Tindak kejahatan ternyata tidak berkurang. Kualitas dan kuantitas
kejahatan semakin tinggi dan modus operandinya semakin beragam.
Misalnya dalam kasus-kasus peledakan bom, pada tahun 1998 terjadi 3 kasus
yaitu kasus tanah tinggi Jakarta Pusat, Kampung Batik Sari Semarang yang
identitas pelaku kejahatan dan jenis peledaknya tidak diketahui serta Atrium
Plaza Senen yang pelakunya tidak diketahui namun menggunakan bahan
peledaknya berbau belerang.

Pada tahun 1999 terjadi 4 kasus peledakan bom yaitu Toserba Ramayana,

—Jalan.-Saban 2:.-1a Yarta-Pusat-2-Januar-1999.dan gan-mengguna kan-haham: i

peledak TNT ( Tri Nitro Toluen), kasus peledakan bom di Mall Kelapa Gading,
Jakarta Utara 9 Februari 1999 tersangka tidak diketahui namun menggunakan
bahan peledak TNT, Palza Hayam Wuruk, Jakarta Barat 15 April 1999 tersangka
pelaku anggota Angkatan Mujahidin Islam Nusantara { AMIN) pimpinan Eddy

Jurnal Studi Kepolisian | Edisi 071 | Juni-September 2009 83




iRanto dengan menggunakan bahan peledak ramuan KCLO3 { Kalium: Kiorai:)
- -dan TNT, Masjid Istiglal Jakarta Pusat 19 April 1999 pelaku juga Eddy. Ranto
e tersangka lama) dan kawan-kawan { tersangka lama) dengan tujuan adu

domba antar umat beragama. Dilihat dari kualitas kejahatan peiedakan bom
pada tahun 1999 telah banyak menggunakan bahan peledak TNT: dan dan
' jkuanntasnya terjadi peningkatan criminal. g

" Dengan demikian, pendapat bahwa penembakan terhadap tersangka
:peiaku kejahatan oteh aparat Kepolisianakan menurunkan tingkat krlmmailtas _
o '.'masm dlragukan : SR Bl

'.;.II Pokok-Permasaiahéri -

Penggunaan senjata api dafam menjalankan tugas pokok dan fungsu-
'fung5| tersebut bukaniah hal yang mustahil. Berdasarkan surat keputusan
Kapo!n No. Pol. Skep No. 860/\/!!/1999 penggunaan senjata api secara formai
dlatur dengan ketat Umpamanya, saat menghadapl bentuk-bentuk ancaman/
'perlawanan ancaman terhadap anggota Polri, ancaman terhadap masyarakat
dan’ ancaman terhadap diri tersangka itu sendiri. Juga ada Azas-azas
penggunaan senjata apiyang berpatokan pada azas legalitas { setiap nndakan
Kepohsnan harus didasarkan pada ketentuan /peraturan yang beriaku) dan
azas d:skresn { penggunaan senjata api harus mempertimbangkan manfaat dan
keperatmgannya serta harus ditujukan untuk terwujudnya kepastian hukum
dan menjamin kepentingan umum). Dalam dunia internasional penggunaan
senjata api dilakukan berdasarkan Basic Principles on the use of force and
fire arms { azas-azas dasar tentang penggunaan kekerasan dan senjata api).

Instrument ini bertujuan memberikan “pedomon otoritatif kepada
Negara-negora anggota dalam meloksanakan tugas mereka, menjamin dan
melaksanakan peranan semestinya dari pada petugas penegak hukum”. Azas
yang ditetapkan didalamnya harus “ dipertimbangkan dan dihormati oleh
Pemerintah didalam kerangka perundang-undangon dan praktik nasional
mereka, dan meminta perhatian para petugas penegak hukum serta orang-

-.0rang.lainnya.seperti-hakim,- jaksa.{.penuntut-umum), «peEngacara-anggoto:

cabang eksekutif serta badan perundang-undangan don public”

Dalam lampiran Dewan Ekonomi dan Sosial 1985/65 terdapat pula
Prinsip Pencegahan Efektif dan Penyelidikan Eksekusi di Luar proses Hukum,
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sewenang-wehan_g dan sumir. Instrument ini juga memuat acuan spesifik
kepada etika profesi dan tanggung jawab pribadi para petugas penegak
“hukum. karena cara mereka untuk melaksanakan tanggung jawab mereka
_dalam tindakan operasi penegakan hukum.

Dalam Pasai 3 lampiran abolisi tersebut mendesak para pemerintah
'melarang permtah perintah dari para perwira atasan dan otorita public
memberikan kekuasaan atau menghasut orang lain melaksanakan eksekusi
_ _dlluar proses hukum, sewenang-wenang dan sumir. Pasal ini menempatkan
_tekanan khusus pada hak{ dan kewajiban) semua orang untuk menentang

: ___penntah demikian. Sebagai tambahan _dinyatakan bahwa pelatihan para

.petugas penegak hukum harus menekankan ketentuan ini. Oleh karena itu
tanggung Jawab masing-masing petugas penegak hukum perorangan tidak
meliputi jenis _prakﬁk yang dilarang berdasarkan instrument ini.

Seme'ntara pasal 19-nya secara khusus menentukan bahwa perintah
dari perwira atasannya atau otorita publik tidak boleh diajukan sebagai
pembenaran untuk eksekusi diluar proses hukum, sewenang-wenang atau
sumir.

‘Prosedur penggunaan senjata api secara formal telah diatur. Namun,
apakah dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan tersebut?
Tentu dalam prosedur formal menjadi standard operasional prosedur
dalam pelaksanaan tugas Polri, akan tetapi kebijakan di lapangan sangat
menentukan apa yang dilakukan oleh secrang polisi. Sebab, selain kebijakan
formal ada kebijakan informal di Satuan kerja Polri, umpamanya yang bersifat
situasional. Yaitu penggunaan senjata api serta eksekusi tanpa proses hukum
semestinya. Misalnya perintah “tembak di tempat” terhadap pelanggar
hukum pada setiap hari raya nasional. Juga perintah serupa ditujukan pada
para pelaku tindak pidana kategori residivis yang tertembak/ sadis dalam
melakukan kejahatannya.

i, Kerangka Teori dan Konsep

T e e

Fenomena tembak ditempat atau eksekusi tanpa proséé' hukum
tfidak terlepas dari penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh polisi.
Pola-pola kekerasan menurut Martin R. Hasskell dan Lewis Yablonsky
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" a.

- mengemukakan adanya empat kategori vang mencakup hampnrsemua.
. pola-pola kekerasan, yakni:

Kekerasan Legal. Kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang
didukung oleh hukum, misainya tentara yang melakukan tugasnya
dalam peperangan, maupun kekerasan yang dibenarkan secara
legal, misalnya sport-sport agresif serta hndakaﬂ—tmdakan Terientu
uniuk mempertahankan diri.

; Kekera_san yang secara sosial memperoleh dukungan- sanksi.
Suatu faktor vang penting dalam menganalisa kekerasan adalah

tingkat dukungan atau sanksi sosial terhadapnya. Cohtohnya
seperti kekerasan aparat terhadap wartawan yang mengak:batkan
timbulnya stigmatisasi oleh masyarakat oleh aparat.

Kekerasan rasional. Beberapa tindakan vang tidek legal akan
tetapi tidak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang
rasional dalam konteks kejahatan. Misalnya : pembunuhan dalam
rangka kegiatan suiatu organsasi tertentu. Mengutip Galbert Geiss
tentang jenis jejahatan ini dinyatakan bahwa orang-orang yang
terlibat dalam pekerjaannya dapat pada kejahatan terorganisasi.
Yaitu kegiatan-kegiatan seperti pelacuran, perjudian, serta lalu
lintas  narkotika, secara tradisional maupun non tradisional
menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka vyaitu
kekayaan.

Kekerasan yang tidak berperasaaan “ irrational violence”, yang
terjadi tanpa provokasi terlebih dahulu, tanpa memperfihatkan
motivasi tertentu dan pada umumnya korbantidak dikenal oleh
pelaku.

Dapat digolongkan kedalamnya adalah apa vang dinakan “raw
violence” yang merupakan ekspresi langsung dari gangguan psikis
seseorang dalam saat tertentu kehidupannya.

Karena generasi muda Polri selain belajar tentang fungsi tekhnis
Kepolisian dari Lembaga pendidikan Polri, dalam realitas sosialdi
lapangan, mereka juga belajar melalui pergaulan antara sesame
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e anggeta khususnya dalam ruang lingkup satuan kerjanya baik dengan
."semornya ‘maupun anggotanya. Dengan demikian, maka penulis
.menggunakanteorl Edwin Hardin Sutheriand(igaz -1950), Differential '_

' A ssocua’non Theory mengatakan bahwa dalam setiap tingkah laku }ahat ;" '

dan meny:mpang dlpeiajan melalui poia pola criminal dan unsure

o d gkah 1aku jahat yang ada, diterima dan dlharga; oleh lingkungan .

. sosial. Proses pembeiajaran itu sendm terjadi dari Sembilan dalil "

- '_:_yaatu

tara mdlwdu/kelompok dengan ;ndwldu / ketompok fain.

_ _ji'j'._'_*.:’l“ngkah laku Jahat d:petajarl dalam suatu mteraksz melalui proses.

' "'_f-'komumkasr { verbal/non verhal)
- €. Komunikasi yang terjadi dalam ke!ompokmtlm

d. Yang dipelajari termasuk tekhnik/ cara, motivasi, dorongan,
 rasionalisasi, dan sikap.

_ e.":_' ‘Petunjuk yang khas dari motif/motivasi dlpelajan dari hal-hal yang
e mendukung atau sebaliknya. :

sk Sese_ora_ng menjadi jahat karena lebih berasosiasi dengan pola-
_pola tingkah laku jahat dan terpengaruh padanya ( pokok utama
Sutherland)

g.. Differential Assosiation berbeda dalam lamanya waktu, priioritas
intensitas. .

h. Dalam proses belajar termasuk seluruh mekanisme yang ada
 dalam proses belajar lainnnya.

i T:ngkah laku jahat adalah pencerminan dari kebutuhan umum dan
nilai-nitai umum,

_ 3, Reaiitas Ke}ahatan dari Richard Quinney

terhadap pelaku tindak ke;ahatan ada 6 preposisi Qumney tentang
hal ini. Represi ini sebenarnya merupakan bentuk politik criminal yang
justru memperkuat stigma pada diri pelaku bahwa dia benar-benar
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- jahat sehlngga harus dltumpas Prepasns; Quinney %ersebut antara

lam

Kejahatan adalah sebuah rumusan dari tingkah laku manus:a yang

"_:_z.dgaptakan oleh agen agen yang mem!hks otoritas untuk melakukan

- ._hal itu dalam sebuah masyarakat yang terorganisir secara poims
*-Dengan dem:klan kejahatan merupakan rumusan tlngkah laku

" 'yang diterapkan pada diri beberapa orang-orang lain. Sementara

para aparat penegak hukum ( para pembuat undang«undang)/
g 3 hukum po!:s; jaksa penuntut umum dan hakim), yang mewakilli
~ segmen-segmen dar: sebuah- masyarakat vang dlorgamsasnkan

.secara - politis, bertanggung jawab untuk memformulasikan

dan melaksanakan hukum p]dana Ini berarti, orang-orang dan
perbuatan-perbuatan tertentu dipandang sebagai penjahat dan
kejahatan, karena formulasi dan aplikasi dan rumusan-rumusan

- -tentang kejahatan.

Rumusan téntang kejahatan mendeskripsikan tingkah laku
yang bertentangan dengan kepentingan segmen-segmen di
masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk membentuk kebijakan

_public.  Rumusan-rumusan kejahatan diformulasikan  sesuai
~dengan  kepentingan dari segmen-segmen masyarakat tersebut

yang memiliki kekuasaan untuk menerjemahkan kepentingan-
kepentingan mereka kedalam kebijakan public.

Maka mereka yang mempunvai kemampuan untuk membuat
kepentingan-kepentingannya terwakili dalam kebijakan public
adalah mereka yang mengatur formulasi dari rumusan-rumusan
kejahatan. Dengan memformulasikan hukum pidana, beberapa
segmen masyarakat melindungi dan mengawetkan kepentingan-
kepentingan mereka.

Pelaksanaan  definisi-definisi kejahatan, definisi kejahatan
dilaksanakan oleh kelas yang memperoleh kekuasaan untuk

a8

“rielaksatiakan Hokam ™ pidana.” Pénegak “hukum  mewakili

kepentingan kelas penguasa. Kepentingan-kepentingan kelas
penguasa tercermin dalam penerapan rumusan kejahatan, dan
dapat dikatakan konsekwensinya kejahatan adalah tingkah Iaku

Jurnal Studi Kepolisian | Edisi 071 | Juni-September 2009




' .+ politik.” Beberapa faktor yang mempengaruhi tidak sanggupnya
" agen penguasa untuk mewakili kepentingan penguasa seperti
_'-'_'--fmasyarakat tidak sadar hukum, kondisi masyarakat d:lapangan
. ‘dan sebagainya.

g, ::Perkembangan pola-pola perilakudan hubungannya dengandefinisi
T 'gke}ahatan pola-polaperilakudibangundalam hubungannyadengan
- rumusan-rurmusan kejahatan.Dalam konteks ini orang yang terlibat

o dalam periaku yang relative mempunyai kemungkinan dirumuskan
L sebaga_:_penjahatan Manusia dalam interaksi sosialnya tergantung

' -d’a':r_i_ﬁ_n'd_akan'-__ti_nd_akan sosialnya dalam kesempatan terstrukiur.

i Pemebentukan konsep-konsep kejahatén,koﬁéep—konsep tentang
'kejaha"tan dibentuk dan disebarluaskan melalui proses komunikasi
:dalam interaksi sosial. Bilamana manusia membangun dunia sosiat

sehagai kenyataan / realitas sosial. Dunia sosial adalah suatu bentuk
bangunan dimana orang dengan bantuan orang lain menciptakan
dunia dimana kita tinggal  interaksi sosial). Realitas sosial manusia
dalam hubungannya dengan orang lain mengembangkan ilmu
pengetahuan_dan menunjukkan gagasan-gagasannya.

g.' __Pé:méb'entukan_realitas sosial dari kejahatan. Realitas sosial dari
“kejahatan dibentuk oleh :

- Formulasi dan aplikasi perumusan/definisi kejahatan.

- Perkembangan dari pola-pola perilaku dalam hubungannya
dengan perumusannya.

- Pembentukan konsep-konsep kejahatan.

V. Pembahasan

Dalam hal pelaksanaan tembak di tempat, ada standard prosedur yang
duad:kan petunjuk Iapangan pengggunaan senjata api bagi anggota Poln

a. Menghadapi bentuk ancaman/perlawanan, ancaman anggota Polri,
seperti:

1). Ancaman dari seseorang atau sekelompok orang yang melakukan
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- perlawanan ketika diambil tindakan upaya hukum/upaya paksa,

“‘misalnya ketika perampok / sekawanan- perampok melarikan diri

- ~dengan menggunakan mobil,petugas dapat menggunakan senjata
untuk menembak ban mobilnya.

s 2)..Perlawanan/penyerangan terhadap petugas Polri sebagai dampak
+ - dilakukannya upaya hukum / upaya paksa, misalnya ‘perampok
-.-yang tertangkap dirumahnya dan menyerang petugas dengan
~menggunakan alat seperti martil/palu/golok, memukul. petugas

-:/dengan batu, maka petugas dapat menggunakan senjata apu
~-untuk melumpuhkan perampok itu apabila tidak dapat d|tangan|
secara persuasive.

.“3). Ancaman terhadap masyarakat, berupa perlakuan seseorang
- atau sekelompok orang yang diperkirakan dapat mengancam
keselamatan fiwa/kehormatan seseorang atau masyarakat, dalam
bentuk tindakan kekerasan seperti penganiayaaan,penyekapan,pe
nyanderaan ataupun ancaman lainnya.

4). Ancaman terhadap tersangka, seperti :

aj. Ancaman untuk melakukan bunuh diri, seorang Inpspektur
di sebuah Polres mengutarakan “ seorang pengedar narkoba
nekad hendak membunuh dirinya sendiri dengan pisau ketika
polisi menggerebek tempat tinggainya untuk mencegah hal
tersebut rnaka anggota menembak tangannya”,

b). Tindakan kekerasan terhadap seseorang atau sekelompok
orang yang diduga melakukan tindakan pidana { tindakan main
hakim sendiri)

2. Analisa terhadap pelaksanaan kekuasaan dan wewenang Polisi

Dalamteorirealitas sosialdarikejahatan, Richard Quinney mengungkapkan
.bahwa_dalam. pelaksanaan..difinisi-definisi-kejahatan,-dilakukan-oleh- =

kelas yang memperoieh kekuasaan untuk melaksanakanhukum pidana.
Penegak hukum dalam hal ini Polisi mewakili kepentingan kelas penguasa.
Polisi melaksanakan hukum yang dibuat oleh penguasa, sehingga polisi
menjadi agen / alat penguasa dalam hal penegakan hukum yang telah
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dabuat oleh ‘penguasa. Sehingga didalam hukum tersebut terwak:hnya_:_'
o kepem:mgan kepent:ngan penguasa maka polisi dapat disebut mewakili .
e kepentingan penguasa. .

:-.Dengan sumber»sumber kekuasaan tersebut maka .petugas di sebuah :
fPoEres menggunakannya untuk.mencapai tujuan-tujuan yang didasarkan: -
'-'pada respek terhadap institusi kepolisian, menjaga kerahasiannya akan .
- tindakandan kebijakan yang sifatnya tertutup. Salah satu contohnya -
daiah komentar anggota salah satu Polres,” kita sudah menembeok mati si
- A kalau~kalau dia melawan biar teman- femannya sador kalau sewaktu-”_
wakru mereka berbuat kejahatan Iag: mereka bisa dibuat sepem ini.” )

i Sementara sumbernsumber kekuasaan illegal dlpergunakan sebagaa _
""tambahan memperoieh tUJuan-tUjuan tersebut, misainya menarik
per!mdungan ternadap peiaku yang seharusnya dilindungi hak-haknya
oleh petugas, dengan menembak apabila tersangka kabur, menembak
‘mati ditempat, atau dilumpuhkan, sepert komentar salah satu anggota
sebuah Polres “ kalau kami menembak TO itu hitung untung ruginya,
kalau dia befum menjelaskan kemana barang-borang bukd itu dijual ya
kita enggak nembak, tapi kalau sudoh dapot semua barang buktinya baru
kita putuskan ditembak atau tidak.”

Perkembangan pola-pola perilaku dan hubungannya dengan definisi
kejahatan dibangun dalam konteks orang yang terlibat dalam perilaku
yang relative mempunyai kemungkinan dirumuskan sebagai penjahat.
Manusia dalam interaksi sosialnya tergantung dari tindakan-tindakan
sgsialnya dan kesempatan terstrukiur.

Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa pihak masyarakat bahkan
keluarga dari pelaku tindakan criminal itu sendiri sudah fidak member
kesempatan kepada mereka untuk melakukan perubahan tingkah laku
dan masyarakat tidak mengakui hak-hak azasi manusia yang dimiliki cleh
para kriminal tersebut.

.3...Analisa_terhadap proses nembelajaran. penggunaan kekerasan yang

dilakukan petugas kepolisian

Dalam menggunakan senjata api dan belajar menggunakannya ketika
proses tembak ditempat, menurut teori Edwin Hardin Sutherland yang
terdiri dari Sembilan dalil pembelajaran. Sembilan dalil tersebut adalah:
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‘Tingkah laku jahat/ kriminal dipelajari dengan cara berlnterakSt antara
“individu / kelompok dengan individu lain.

Tingkah laku jahat dipelajari dalam suatu interaksi melaiu: proses

-_‘_'jahat dipeiajar; dalam suatu interaksi melalui proses komumkas: {
 verbal /non verbai} Komumkasx terjadi diantara nara sumber dengan
' *-ilngkungannya '

%(omumkasz terjada dalam kelompok intim, Dalam lingkungan | ﬂerjanya

- nara sumber iebih berhubungan secara intim dengan satuan kerjanya
& .'ya;tu reserse dan pada satuan kerja vang lain.

. Yang dlpeia;ja_ri termasuk tekhnik, motivasi, dorongan, rasiona_iisési
. dan sikap. Dalam proses ini bagaimana tekhnik menembak yang

- mematikan misalnya dari tembakan kepada tubuh bagian punggung

sebelah kirl sebagai tembakan mematikan, ataupun kesasaran wepala.
Bagaimana tembakan harus tidak lebih dari tiga kali, dan membuat

. kekerasan tanpa melanggar prosedur.

iy

Petunjuk yang khas dari motif/motivasi dipelajari dari hal-hai vang
mendukung hukum atau sebaliknva. Petunjuk tentang bagaimana
cara uniuk tetap melakukan kekerasan tanpa melanggar prosedur.

Seseorang menjadi jahat karena lebih berascsiasi dengan pola-poia
tingkah laku jahat dan berpengaruh kepadanya, Narasumber yang
berasosiasi dengan lingkungan kerja reserse di tempat dia bekerja
vang telah berulang kali melakukan tembak di tempat dan secara
simultan mempengaruhi kerangka berpikir mereka.

gDifferential Association berbeda dalam frekwensi lamanya waktuy,
prioritas dam proses intensitas. Masing-masing narasumber di Polres
mempunyai kesempaian waktu vang berbeda-beda untuk berasosiasi
dengan lingkungan kerianya dalam menvyikapi fenomena tembak di
fempat.

~-Dalam.proses-belajar termasuk seluruh-mekanisme vang-ada-dalam

92

proses belajar lainnya.

Tingkah laku jahat adalah penceminan dari kebutuhan umum dan
nitai-nilai umum., Nilai-nilai kekerasan untuk menjaga kestabilan dan
ketertiban masih menjadi nilai-nilai umum di masyarakat.
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V, Kesimpulan dan Saran

Kepolisian pada umumnya dan satuan kerja Polres pada khususnya
dituntut ‘untuk selalu menjalankan tugasnya sesuai dengan koridor hukum
vang berlaku. Hukum adalah esensi / bahan dasar dari perubahan era yang
terjadi saat ini. Pergantian kekuasaan dimana sebelumnya kestabilan politik
dan keamanan menjadi paradigma untuk mencapai tujuan berbangsa dan
- bernegara, saat ini menjadi berubah dengan paradigm penegakan hukum.

_ Namun disisi lain, perubahan paradigm ini tidak secapat membuat
undang-undang atau pengajaran di kelas-kelas. Perlu adanya proses yang
~ berkesinambungan, yang harus dipahami oleh setiap insane Polri bahwa
tidak sekedar formalitas untuk menjadi seorang abdi masyarakat penjaga
keamanan dan ketertiban. Pemahaman didalam konsep diri sebagai polisi
yang menjungjung tinggi nilai-nilaidi masyarakat tidak terpengaruh oleh
justifikasi akan penyimpangan yang dilakukan oleh kelompoknya.

Polisi dengan sejarah yang panjang mempunyai masa keemesan di kala
mulai terbentuknya Polri. Sejarah yang panjang dengan jiwa militerisme
didalam jiwa aparat penegak hukum telah mengkristal menjadi salah satu
alternative jalan dalam mencapai tujuan-tujuan polist. Hal ini membuat
menurunnya keahlian professional tekhnis Kepolisian. Cara-cara praktis
yang menggunakan kekerasan tidak menjadi harapan didalam paradigma
penegakan hukum di era reformasi ini.

Pola penembakan yang dilakukan terkesan sebagal tindakan yang
membuat tujuan menghalalkan segala cara.sehingga dengan berbagai
macam fujuan yang disadari oleh para petugas polri sendiri sebagai sebuah
penyimpangan dari peraturan yang telah ada,namun dikalahkan oleh tujuan-
tujuan yang ada didalamnya. '
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